PRQOVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR {7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

.
—

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

bahwa berdasarkan pengajuan permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah serta sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesija Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
4339);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 972);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 108);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022
Nomor 108}, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp321.168.674.717,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta
enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

. belanja gaji dan tunjangan ASN;

. belanja tambahan penghasilan ASN;

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektiflainnya ASN;
. belanja gaj dan tunjangan DPRD;

belanja gaj dan tunjangan KDH/WKDH;

O s O g P

belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

g belanja pegawai BOS.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp220.509.467.580,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan juta empat ratus enam puluh
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tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), berkurang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah) sehingga menjadi Rp 220.109.467.580,00 (dua ratus dua puluh miliar seratus sembilan juta
empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b direncanakan
sebesar Rp44.827.064.615,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam
puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah).

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp42.370.956.542,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh
puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)j, bertambah
sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp 42.770.956.542,00 (empat
puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat

puluh dua rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp9.281.998.072,00 {sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan
puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).

Belanja gaj dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf e direncanakan
sebesar Rpl77.427.908,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu
sembilan ratus delapan rupiah).

Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan
puluh ribu rupiah).

Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp3.590.880.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu
rupiah).




2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)
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Pasal 17

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b semula
direncanakan sebesar Rp293.502.742.350,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua
juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah, yang terdiri atas:

. belanja barang;
. belanja jasa;

. belanja pemeliharaan;

. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

a
b

c

d. belanja perjalanan dinas;

e

f. belanja barang dan jasa BOS; dan
g

. belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar
Rp99.088.913.073,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan puluh delapanjuta sembilan ratus tiga
belas ribu tujuh puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp 5.937.240,00 (lima juta sembilan ratus tiga
puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp99.094.850.313,00 (sembilan
puluh sembilan miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga belas
rupiah).

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar
Rp98.296.384.662,00 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus
delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), berkurang sebesar Rp83.755.200,00
(de lapan puluh tiga juta tujuh tatus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi




(4)

(7)

(8)
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Rp98.212.629.462,00 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus dua belasjuta enam ratus dua puluh
sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ semula direncanakan sebesar
Rp4.963.578.705,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh
delapan ribu tujuh ratus lima rupiah), bertambah sebesar Rp124.141.200,00 (seratus dua puluh
empat juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp5.087.719.905,00
(lima miliar delapan puluh tujuhjuta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima rupiah).

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar
Rp69.661.581.013,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus
delapan puluh satu ribu tiga belas rupiah), bertambah sebesar Rp307.976.760,00 (tiga ratus tujuh
juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi
Rp69.969.557.773,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima
ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp6.151.840.000,00
(enam milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), berkurang sebesar
Rp354.300.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp5.797.540.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu
rupiah).

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf f direncanakan sebesar
Rp12.340.444.897,00 (dua belas milyar tiga ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh empat
ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).




3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal38

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri

dari:

a. Lampiran [
b. Lampiran I
c. Lampiran III

d. Lampiran IV
e. Lampiran V

f. Lampiran VI
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Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompock dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat
umum dan bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.




Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

. - - - - M S —

B T F
A Wdei AT
S T, ]

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal {7 - Y - 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAY] KABUPATEN WAKATOBI,

NURSIDDIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 17
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Peraturan Bupati ini dengan

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal{]. i - 2023

BUPAYI WAKATOBI,

HALMNA




